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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm, diketahui bahwa 

sengketa waris ini melibatkan kompleksitas hubungan kekeluargaan, 

termasuk keberadaan anak angkat dan mantan istri dari pewaris. 

Mahkamah menetapkan anak angkat (N) memperoleh hak atas wasiat 

wajibah sebesar 1/8 dari harta bersama antara pewaris dan istri 

ketiganya berdasarkan dokumen pengangkatan anak yang sah. 

Sementara itu, status mantan istri (Y) sebagai ahli waris juga 

dikukuhkan oleh majelis dengan mempertimbangkan bukti formal 

berupa Penetapan Mahkamah Syar’iyah sebelumnya (P.5), meskipun 

secara agama Y telah bercerai sejak 2007. Keputusan ini menekankan 

dominasi pendekatan pembuktian formil dalam hukum positif 

dibandingkan dengan realitas sosial atau keagamaan, yang pada 

akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan 

hukum waris Islam dalam ranah peradilan yang menerapkan dua 

sistem pembuktian sekaligus - yaitu hukum negara dan hukum agama. 

2. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm menunjukkan penalaran 

hukum hakim yang bertumpu pada pendekatan legal-formal, dengan 

menitikberatkan kekuatan pembuktian dokumen resmi sebagai dasar 

penetapan status ahli waris, termasuk terhadap Y yang secara agama 

telah bercerai sejak 2007 namun tidak tercatat secara hukum negara. 

Pertimbangan terhadap bukti P.5 yang tidak dibantah para pihak 

dijadikan landasan bahwa hak waris Y tetap sah menurut hukum. 

Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan hakim 

memprioritaskan kepastian hukum administrasi negara, meskipun 

berpotensi menyisakan ketidaksesuaian dengan norma hukum Islam 

yang substansial. Pola penalaran demikian dapat dimaklumi dalam 

sistem peradilan modern, namun akan lebih ideal apabila majelis juga 
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membuka ruang klarifikasi dalam persidangan terkait ketiadaan bukti 

perceraian dan mempertimbangkan kemungkinan ketidaktahuan 

pihak tergugat atas dampak yuridis penetapan tersebut. Dengan 

demikian, penerapan pendekatan tekstual dalam putusan ini masih 

menyisakan ruang evaluasi terhadap integrasi prinsip-prinsip keadilan 

substantif dalam kerangka hukum Islam. 

3. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm, dapat 

disimpulkan bahwa majelis hakim mengadopsi pendekatan rasional 

dan kontekstual dalam menangani kompleksitas fakta hukum, 

khususnya terkait status mantan istri sebagai ahli waris. Alih-alih 

terpaku sepenuhnya pada legalitas formal, hakim mempertimbangkan 

aspek sosial dan kontribusi praktis pihak terkait, yang dalam hal ini 

tampak melalui peran aktif mantan istri dalam pencairan dana 

peninggalan. Pendekatan ini menunjukkan keterbukaan terhadap 

prinsip maslahat dan semangat al-ṣulḥ, serta dapat dipandang sejalan 

dengan maqāṣid al-sharī‘ah, baik dalam dimensi klasik seperti 

perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn) dan harta (ḥifẓ al-māl), 

maupun kerangka kontemporer ala Jasser Auda yang menekankan 

keadilan substantif, hak individu, dan sensitivitas terhadap dinamika 

sosial. Kendati demikian, tidak dilakukannya klarifikasi terbuka di 

persidangan mengenai status mantan istri sebagai ahli waris 

menyisakan ruang ambiguitas yang patut dicermati. Penafsiran hakim 

atas diamnya para pihak sebagai bentuk persetujuan kolektif berisiko 

menimbulkan persepsi sepihak, apalagi dalam konteks perkara waris 

yang secara sosial dan emosional seringkali kompleks. Maka, 

meskipun pendekatan ini mencerminkan upaya progresif dalam 

penerapan hukum Islam, prosedur yang lebih partisipatif dan 

transparan akan lebih menjamin bahwa asas kemaslahatan tidak 

mengorbankan legitimasi substantif dan hak para pihak dalam jangka 

panjang. 
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4. Perspektif maqāṣid al-sharī‘ah menunjukkan bahwa penetapan 

mantan istri (Y) sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm 

mencerminkan orientasi hakim pada perlindungan hak keperdataan 

dan kepastian hukum (ḥifẓ al-māl), meskipun secara agama 

perkawinan telah berakhir sejak 2007. Dengan berpegang pada bukti 

formil berupa Penetapan Ahli Waris (P.5) yang tidak dibantah, hakim 

menegaskan validitas status hukum mantan istri sesuai kerangka 

hukum positif. Dalam kerangka maqāṣid, pendekatan ini dapat 

dipandang sebagai bentuk iḥtiyāṭ (kehati-hatian) untuk menjaga harta 

warisan agar tidak menimbulkan sengketa lebih luas, sekaligus 

melindungi hak perempuan sebagai pihak yang rentan secara sosial. 

Namun demikian, langkah ini juga menyisakan ketegangan dengan 

tujuan maqāṣid dalam dimensi ḥifẓ al-dīn, karena mengabaikan fakta 

perceraian secara agama yang sejatinya telah memutuskan ikatan 

perkawinan. Dengan demikian, meskipun putusan berorientasi pada 

kemaslahatan praktis dan kepastian hukum formal, ia belum 

sepenuhnya merefleksikan keseimbangan maqāṣid antara keadilan 

substantif syar‘i dan kepastian administrasi negara. 

5.2 Rekomendasi 

1. Penguatan Verifikasi Status Hukum Keperdataan dalam Proses 

Persidangan 

Mahkamah Syar’iyah perlu memperkuat mekanisme verifikasi 

terhadap status keperdataan para pihak, khususnya dalam perkara waris 

yang melibatkan mantan pasangan. Ketergantungan semata pada absennya 

dokumen perceraian sebagai dasar penetapan status ahli waris 

menunjukkan celah dalam akurasi yuridis dan membuka ruang 

penyimpangan dari prinsip hukum Islam substantif. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif terhadap bukti, 

termasuk pengujian atas ketiadaan dokumen, guna memastikan bahwa 
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penetapan status hukum tidak sekadar formal, melainkan juga 

mencerminkan realitas sosial yang sah secara substantif. 

2. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Transparansi dalam Persidangan 

Dalam perkara waris yang kompleks dan sensitif, sikap diam para 

pihak seharusnya tidak secara otomatis dimaknai sebagai persetujuan. 

Untuk menjaga legitimasi putusan dan keadilan substantif, Mahkamah 

perlu mengedepankan persidangan yang partisipatif dengan mendorong 

klarifikasi terbuka terhadap fakta-fakta kunci, seperti status perkawinan 

dan posisi masing-masing pihak terhadap bukti. Transparansi dan 

komunikasi aktif di ruang sidang penting agar keputusan tidak hanya sah 

secara hukum formal, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan etis oleh 

seluruh pihak terkait. 

5.3 Keterbatasan Studi 

1. Keterbatasan pada Analisis Kontekstual Putusan 

Studi ini berfokus pada analisis satu putusan Mahkamah Syar’iyah 

dan belum membandingkan dengan perkara sejenis di yurisdiksi lain atau 

dengan pendekatan hakim yang berbeda. Hal ini membatasi generalisasi 

temuan terhadap pola pikir peradilan secara lebih luas dalam menangani 

persoalan waris pascacerai atau kasus serupa. 

2. Terbatasnya Akses terhadap Rekam Proses Persidangan 

Kajian ini bergantung pada dokumen putusan tertulis tanpa disertai 

akses langsung terhadap jalannya persidangan, seperti transkrip 

pemeriksaan saksi, tanggapan lisan para pihak, atau dinamika diskusi di 

ruang sidang. Akibatnya, interpretasi atas proses deliberatif majelis hakim 

dan sikap para pihak hanya dapat ditelusuri dari amar dan pertimbangan 

tertulis yang tersedia. 
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